PUTUSAN
Nomor 0622/Pdt.Gf2018/PA Tmk

H_\Ji'!{}nﬂla\:\!'le_mi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telab menjatuhkan
putusan perkara cerai gugat antara:

I . 34 tahun, agama lsiam,

pekerjaan Dokter, pendidikan 51, tempat kediaman di Perum
Garunggang No.9 RT.003 RW. 006 Kelurahan Indihiang
Kecamatan indihiang Kota Tasikmalaya, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada Sony Basuni, SH dan Fajar
Cahya Gumilar, SH, Advokal { Penasehat Hukum  vyang
berkantor di Perum Baitul Marhamah 3 Biok D-49 JI. Lewo
Babakan Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus
tanggal 10 April 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa
Nomor 0746/Reg. Kf2018/PA Tmk. tanggal 11 April 2018,.sebagai
Penggugat;
metawan

_, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Honorer, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun Karangpaci
RT.001 RW. 00f Desa Keratayasa Kecamatan Cijulang
Kabupaten Pangandaran, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta mameriksa bukti-bukti di
persidangan;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 April 2018 telah

mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0622/Pdt. G/2018/PA Tk, tanggal 11
April 2018, yang pada pokoknya mengajukan dalil dengan tambahan dan

perubahan sebagai berikut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Bahwa pada tanggal 05 Aprii 2015, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat cleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya (Kutipan
Akta Nikah Nomor : 200/11/Iv/2015 tanggal 08 April 2015):

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua
Penggugat yang beralamat di Perum Garunggang No.9 RT.003 RW. 006
Kefurahan Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, kemudian
pindah ke rumah orangtua Tergugat beralamat di Dusun Karangpaci RT.001
RW. 001 Desa Keratayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;
Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami-isti {ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1
{satu) orang anak perempuan yang diberi nama: Shanum Arsyla Fazia,
umur 2 tahun 2 bulan ;

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula harmonis,
namun sejak bulan Maret 2016 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menarus dan sulit untuk didamatkan sehingga
keadaan tersebut memuncak pada bulan Aprl 2016 dan sampai saat ini
telah pisah kurang lebih selama 2 tahun;

Bahwa ssbab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling
pengertian dan keterbukean didalam membina rumah tangga yang
dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih tempat tinggal
dan Tergugat kurang memberi nafkah waijib terhadap Penggugat, sehingga
Parggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;

Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga atas permasalahan
dan kemelut rumah tangga tersebut, Penggugat telah menempuh mencoba
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat serta Tergugat untuk
mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha
tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak dapat dipertahankan iagi dan sudah tidak ada harapan berumah
tangga dengan tentram dan damai, maka Penggugat berketetapan hati
untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang
ada,

Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan
penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan menyebabkan
kekecewaan Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagal istri yang sholihah, sehingga tujuan
perkawinan yaitu membina rumabh tangga yang bahagia tidak akan terwujug:
Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
diuraikan tersebut diatas sudah sulit dibina lagi untuk membentuk suaiu
rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, YWarahmah sebagaimana maksud
dan tujuan dari suaty perkawinan, sehingga iebih baik diputus karena
perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian fersebut diatas, gugatan Penggugat telah

memenuhi alasan perceraian, maka Penggugat memohon kepada Yih. Ketua

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cqg. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini agar dapat menjaiuhkan putusan sebagai berikut

1.
2.

3.

Mengabw kan gugatan Penggugat .

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat _
terhadap PenggugaEEEEEN

Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Alau apabila pengadilan agama berpendapat {ain mohon putusan yang seadil-

adiinys;

Bahwa dalam perkara aguc, Penggugai telah menguasakan kepada

kuasa hukum Sony Basuni, SH dan Fajar Cahya Gumilar, SH, Advokat dan

Fenasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Baitul Marhamah 3 Blok

0-49 JI. Lewo Babakan Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus
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tertanggal 10 April 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0746/Reg K/2018/PA Tmk. tanggal 11 April
2018,

Bahwa, Majslis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tigak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakillkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut relaas Nomor 0622/Pdt Gf2018/PA Tmk tanggal D8
Mei 2018 dan 06 Juni 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melali Kuasanya
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat
tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa
Penggugat,

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah
mengajukan alzt-alat bukti berupa:

A Surat:
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama_

_ {Perggugat) Nomor— Tanggal

31-12-2013  yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota

Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Maielis diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomeor 200/11/IVf2015 Tanggal 06 Apri!
2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agema Kecamatan

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Mamer ; 0622/Pdt.G/2018,PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : I

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Indihiang Kots Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

oleh Ketua Majslis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. N .. 50 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum Garunggang No.9 RT.003
RW. 006 Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat den Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
085 April 2015;

- Bahwa, saksi mengetahui artara Penggugat dan Tergugat
dikaruniai 1 crang anak

- Babwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun cdan harmoenis, akan tetapi kurang
iebih sejak bulan Maret 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut saksi sering dilihat dan didengar langsung ;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmenisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dissbabkan
karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisin tempat
tinggal dan Tergugat kurang memberi nafkah wajib terhadap
Penggugat, sehingga Penggugat tidak menarima dengan keadaan
tersebut ;

- Bahwa, saksi mangstahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah kurang lebih dua tahun lamanya sampsai dengan
sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, balk saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasit
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Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai:

pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Garunggang No.9
RT.C03 RW. 006 Kelurahan Indihiang Kecamatan Indibiang Kota
Tasikmalaya, dibawah sumpabhnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada 05 Apnl 2015

Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat
dikarunizi 1 orang anak

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah ftidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran kurang lebih bufan Maret 2016 yang mengakibatikan
antara Panggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih
dua tahun lamanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah
antara Penggugat dan Tergugat tidak permah bersatu lagi;

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut saksi sering dilibat dan didengar iangsung;

Bahwa, saksi mengefahui penyebab perselisihan dan pertenglaran
Penggugat dan Tergugsat disebabkan karena Penggugat dengan
Tergugat sering bersetlisih tempat tinggal dan Tergugat kurang
memberi nafkah wajib terhadap Penggugat, sehingga Penggugat
tidak menerima dengan kaadaan tersebut;

Bahwa, phak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
marukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
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Disclaimer
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harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang
pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan vang mengabutkan
tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan hagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal 10 Aprit 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
0746/Req. K/2018/PA Tmk. tanggal 11 April 2018, ternyata telah sesuai dengan
ketentuan Fasai 123 HIR jo. Surat Edaran Mshkamah Agung Rl Nomeoer 6
Tahun 1894 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim teiah pula
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan
ternyata teiah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, cieh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa
Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquec sebagai advokat
profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
babwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yvang sah:

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat {1) Peraturan Pemerintabh Nomor 9 Tahun
1875, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatubkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompitasi
Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan teiah berusaha
semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa
membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil,
oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aguo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 4 ayat {2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indenesia Nemor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilam;

Menimbang, bahwa beardasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil  gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat .1, P.2 serta dua orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 {Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat
tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 185 HIR bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat (voffedig en hindende bewiiskrachf);

Menimbang, bahwa bukfi P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat
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dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
185 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, seria
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (voliedig en
bindende bewijsirachi):

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisthan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibukikan oleh Penggugat, ¢leh karena itu
keterangan saks! tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembukiian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nemor 8 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalarm Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktkan oleh Penggugat. oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
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diatur dalam Pasal 171 HIR sshingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagat alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuvaian dan cocok antara safu dengan yang lain cleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
hertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya:

2

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah

pada tanggal 05 Aprit 2015 di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
dikaruniai 1 orang anak

4 Bahwa rumah langga Penggugat dengan Tergugat sejak buian Maret
26 hingga saat ini sudah tfidak rukun lagi sering berselisin dan
bertengkar:

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugst
disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih tempat
tinggal dan Tergugat kurang memberi natkah wajib terhadap Penggugat,
sehingga Penggugat tidak menerima dangan keadaan tersebut;

6. Bahwa akibat perselisthan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebib dua tahun lamanya
dan selama v pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;

7. Bahwa, bak majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudabh berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat dan sudab ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan

Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan

Halaman 10 dari 15 halarman, Putusan Nemor : 062 2/Pdt G, 2018/PA. Tmk.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam
rumah tangga;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakia-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagat berikut:

I

Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah:
Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pacah {marriage
breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugst dengan Tergugat
sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onhee! baar
tweespalf),;
Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakia hukum diatas majslis dapat

mengkonstiuir sebagai berikut:

1

Disclaimer

Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah vyuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan {2), jo.
pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1889 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasat 63 ayat
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874, jo. Pasal 20 ayat {1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat {1) Kompilasi Hukum
Istam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;
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2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan
belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan  perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai
hak dan kepentingan untuk mengajukan tentutan dalam sengketa
perkawinan dalam perkara ini {persona standi in judicio), dan perkara ini
menjadi kompatensi absolut Pengadilan Agama:;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus manerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Tergugat, maka hal int menandakan bahwa telah
terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat,
dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahii fikih dalam kitab Al-lgna juz 1l halaman 133 yag dijadikan
sebagai pendapat Majelis sebagsai berikut;
dills LAl agde ath Lga g3t da gl 428 ) a0l Nl
Arfinya. "Disaal jsti telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya,
maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak
satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi {onheel baar tweespalf), sehingga tujuan
cermikahan uniuk membina keluarga sakinah, mawadah warohmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874 jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Cur'an
Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari

pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada
mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah;
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Disclaimer

rlaall qula Lo adia dudialf g

"Menolak kerusakar labih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telzh terjadi perselisihan dan pertengkaran vang terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi datam rumah tangga, maka fakta
hukum {ersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor ¢ tahun 1875 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompitasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat
patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum {onrechtmatige dead), maka sesuai Pasal 125 (1)
HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek:

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri {ba'da dukhul}, dan berdasarkan
catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Panggugat dan Tergugat belum
pemah bercerai, oieh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan
dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119
ayat {2), huruf ¢, Kompilasi Hukum !slam, majelis akan mengabulkan gugatan
Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap
Panggugat;

Menimbang bahwa talsk satu bha'in sughre merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan ister tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis tslah berkesimpulan yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;
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Disclaimer

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2, Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat_

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Masehi bertepatan
dengan tanggal 8 Syawal 1439 Hijrivah, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S.Ag. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.1,
M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh
Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

(Kltua Majelis

Hakim Anggota
o o]

Lia Yuliasih, S.Ag. Supian Daelapi, S.Ag., M.H.

Hak‘i{? Anggota

@hlwﬁf@xw\:ﬁ -

Asep Ridwan Hotoya, S.H.l,, M.Ag.
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Perincizn Biaya:
1. Pendaftaran
2 Proses

3. Panggilan

4. Redaksi

5. Materai

Jumiah
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S Rp.
. Rp.
' Rp.
" Rp.

Panitera Pengganti

iy

Ervina Qktrigni, S.H.

30.000 -
50,000, -
375.000.-
5.000, -

' Rp. 5.000, -

Fp.

486.000 -

{empat ratus enam puluh enam ribu rupizah)
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